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Kata Pengantar 

 

Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah 

Kuningan merupakan dasar hukum atau payung hukum dalam perjalanan roda organisasi 

di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pedoman ini penting bagi pengelolaan perguruan 

tinggi ini yang menjadi acuan utama bagi sivitas akademika untuk melakukan aktivitas 

baik akademik dan non akademik. Statuta juga menjadi landasan hukum utama dalam 

eksekusi kebijakan lembaga yang dijabarkan ke dalam regulasi turunan berikutnya, 

meliputi Rencana Induk Pengembangan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 

panjang. Keberlanjutan program lembaga sangat dipengaruhi oleh kejelasan payung 

hukum yang melingkupi gerak aktivitas operasional tersebut. 

Revisi statuta yang dilaksanakan saat ini merupakan upaya melengkapi regulasi yang 

telah ditetapkan dalam statuta sebelumnya dan telah disahkan oleh Majelis Pendidikan 

Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Surat Keputusan Nomor : 

077/KEP/I.3/D/2015 tentang Satuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(STKIP) Muhamamdiyah Kuningan tahun 2015. 

Maksud dan tujuan revisi Statuta ini adalah untuk melengkapi landasan hukum yang 

akan menaungi aktivitas akademik dan non akademik di STKIP Muhammadiyah 

Kuningan. Konten yang ada di dalam Statuta ini terdiri dari enam belas Bab meliputi 

Ketentuan Umum; Penjelasan Visi, Misi, dan Tujuan; Penjelasan Identitas lembaga; 

Penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi; Kebebasan Akademik, Kebebasan 

Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan; penjelasan gelar, Sebutan Lulusan, dan 

penghargaan; Tata kelola Perguruan Tinggi; Dosen dan Tenaga Kependidikan; Mahasiswa 

dan Alumni; Kerjasama; Sarana dan Prasarana; Tata kelola Perguruan Tinggi; Dosen dan 

Tenaga Kependidikan; Mahasiswa dan Alumni; Kerjasama; sarana dan Prasarana; 

keuangan dan Kekayaan; Sistem Penjaminan Mutu; Bentuk dan Tata Cara Penetapan 

Peraturan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentutan Penutup. 

Proses penyusunan Statuta dilaksanakan melalui beberapa tahapan; analisis kebutuhan 

regulasi, analisis konten Statuta sebelumnya, diseminasi pada level Struktural dan Senat 

Akademik, sounding dengan BPH, revisi terkait masukan kekurangan dari pihak terkait di 

STKIP Muhammadiyah Kuningan dan pengajuan ke Majelisdiktilitbang Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. Proses ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan regulasi yang berkembang di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Tahapan-



 

iii 

 

tahapan tersebut bersifat berjenjang dan linier sesuai dengan tata laksana yang telah 

dilakukan di lembaga. 

Akhirul kalam, semoga Statuta STKIP Muhammadiyah Kuningan ini menjadi acuan 

utama dalam melakukan pengambilan keputusan secara konseptual dan pengembangan 

lembaga secara operasional. Integrasi antara keutuhan konsep dan teknis diharapkan 

menjadi indikator utama menuju kampus yang unggul dalam bidang pendidikan, teknologi 

dan kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. 

 

 

Kuningan, 22 Desember 2020 

Ketua 

Ttd 

 

Nanan Abdul Manan, M.Pd. 
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Mukadimah 

 

 

1. Sejarah Pendirian  

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan 

dirintis pendiriannya dimulai sejak bulan September 2009, tetapi baru secara resmi berdiri 

pada tanggal 22 Desember 2010 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor: 223/D/O/2010 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuningan di Kabupaten Kuningan 

Propinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menyelenggarakan 5 (lima) Program Pendidikan 

Sarjana dengan Program Studi : 

1. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi/Ilmu Komputer. 

2. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. 

3. Pendidikan Matematika. 

4. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. 

5. Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah/Sunda. 

Proses usulan pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) 

Muhammadiyah Kuningan kepada Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi berjalan cukup lama dan mengalami 

keterlambatan dari waktu yang diperkirakan.Keterlambatan itu terjadi karena pengesahan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) 

menuai kritik dan gugatan. Tim advokasi Koalisi Pendidikan mewakili pemohon principal 

yang terdiri dari mahasiswa, guru, dosen, orang tua murid, pegawai swasta, Yayasan 

Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta, Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat, 

dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat mengajukan gugatan dan atau mendaftarkan secara 

resmi permohonan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 ke 

Mahkamah Konstitusi. 

Tepat tanggal 31 Maret 2009 Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan uji 

materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) 

menyatakan UU tersebut inkonstitusiona karena bertentangan dengan Undang Undang 

Dasar 1945. Artinya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terjadinya 

kekosongan landasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

pendirian dan pengelolaan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Oleh karena 

http://filmsindo.info/
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itu, terlambatnya izin operasional Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) 

Muhammadiyah Kuningan mengalami keterlambatan tersebut karena menunggu terbitnya 

Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang yang bisa mengatur hal tersebut. 

Pada tahun 2012 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 133/E/O/2012 tertanggal 20 April 2012 program studi yang 

diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) 

Muhammadiyah Kuningan bertambah dengan terbitnya izin operasional penyelenggaraan 

Program Pendidikan Sarjana Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD/S1). 

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan proses penjaminan mutu terhadap 

pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi sejak berdirinya Sekolah Tinggi Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan, Maka pada tahun 2013, 

Lembaga Penjaminan Mutu mengajukan akreditasi program studi ke Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

 

2. Semangat yang Menjiwai Pendirian 

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu Kabupaten yang masuk ke dalam 

Wilayah III Cirebon (Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten 

Majalengka dan Kabupaten Kuningan). Memiliki kondisi demografi yang jauh berbeda 

dengan kabupaten lainnya di Wilayah III Cirebon, dengan kesejukan iklim di bawah kaki 

gunung Ciremai dan keramahan lingkungan yang menjadikan tempat ini strategis untuk 

pendidikan maupun wisata. Jika Kabupaten dan Kota Cirebon merupakan wilayah transit 

dan transaksi bisnis, Indramayu dan Majalengka merupakan kabupaten industri, maka 

Kabupaten Kuningan sangat layak untuk pengembangan pendidikan. Atas dasar inilah 

STKIP Muhammadiyah kuningan didirikan untuk memberikan pencerahan di bidang 

pendidikan keguruan. Mengingat potensi pengembangan pendidikan di kabupaten 

Kuningan semakin hari menjadi destinasi utama di wilayah III dan sekitarnya. 

STKIP Muhammadiyah Kuningan didirikan dengan alasan utama yakni memberikan 

pencerahan kepada masyarakat sekitar dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Sebagai 

salah satu dari ratusan perguruan tinggi muhammadiyah, STKIP Muhammadiyah 

Kuningan memiliki fungsi untuk mensyiarkan dakwah dan amar ma’ruf nahyi munkar 

melalui amal usaha di bidang pendidikan tinggi. Di samping itu juga, visi besar kabupaten 

Kuningan yang mendukung ke arah kabupaten pendidikan dengan tagline MAJU nya; 

Makmur, Agamis, Pinunjul berbasis Desa, akan sangat strategis posisi STKIP 
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Muhammadiyah Kuningan menjadi salah satu penopang untuk membangun brand image 

kabupaten Pendidikan dengan basis pengembangan pendidikan masyarakat Desa. 

Dengan demikian, STKIP Muhammadiyah Kuningan diharapkan menjadi solusi 

konkrit dalam upaya berkhidmat kepada ummat untuk memberikan pencerahan ilmu agar 

berkemajuan dalam kontek revolusi industri 4.0 dan disusul dengan revolusi industri 5.0, 

begitu juga era digital yang disimbolkan dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang 

termasuk bidang pendidikan. Pembelajaran yang terus mengalami perkembangan; mulai 

dari pembelajaran model sederhana face to face, computer assisted learning, intranet 

assisted learning, mobile based learning, sampai learning management system. STKIP 

Muhamamdiyah Kuningan melalui visi nya unggul dalam bidang pendidikan, teknologi 

dan kewirausahaan, akan terus melakukan ikhtiar perubahan ke arah yang lebih progresif. 

Menjadi solusi terhadap rendahnya literasiakademik di masyarakat dan penyebaran 

dakwah dengan ruh amar ma’ruf dan nahyi munkar yang telah dipesankan dalam qaidah 

organisasi Muhammadiyah. 

 

3. Target Capaian Kompetensi Lulusan 

Selaras dengan misi STKIP Muhammadiyah Kuningan yakni memiliki lulusan 

sarjana pendidikan dengan keunggulan dalam kompetensi bidang ilmu yang 

diselenggarakan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah 

Kuningan. Lulusan STKIP Muhammadiyah Kuningan diharapakan menjadi lulusan yang 

memiliki kompetensi integratif Kompetensi integratif yang dimaksud adalah lulusan 

dengan profesionalisme kompetensi pedagogi yakni mampu menjadi guru atau pengajar 

yang profesional di semua level sesuai dengan disiplin ilmunya; lulusan yang memiliki 

keterampilan di bidang teknologi melalui peningkatan literasi digital. 

Untuk menunjang tercapainya lulusan yang memiliki keunggulan tersebut, maka 

banyak indikator yang harus dipenuhi. Indikator ketercapaian tersebut dilakukan dengan 

perencanaan yang baik, pelaksanaan yang praktis, dan evaluasi berkelanjutan. Mencetak 

guru profesional, terampil dalam teknologi dan mandiri secara ekonomi merupakan luaran 

yang didukung oleh proses yang matang dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang 

matang tersebut adalah diawali dengan kesiapan kurikulum yang mampu membaca 

kebutuhan mahasiswa kelak, kecukupan kompetensi dosen profesional sebagai pengajar, 

dan fasilitas yang mendukung sebagai sarana pengembangan potensi mahasiswa dan 

dosen. Dengan demikian, kompetensi lulusan yang diharapkan dapat dijabarkan sebagai 

berikut; 
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1. Lulusan memiliki akhlak mulia sebagai manifestasi kualitas keimanan dan ketaqwaan.   

2. Lulusan memiliki kualitas keilmuan yang akan menghantarkan para mahasiswa menjadi 

tenaga profesional di bidang Pendidikan. 

3. Lulusan memiliki kualitas rasa kebangsaan sehingga menjadi perekat yang kuat bagi 

kehidupan berbangsa, menjadi payung pelindung perpecahan di manapun mereka 

berada. 

4. Lulusan memiliki kualitas kebahasaan, baik bahasa Indonesia maupun bahasa lokal 

(Sunda) dan asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab sebagai bekal komunikasi 

yang digunakan untuk mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi. 

5. Lulusan memiliki kualitas keterampilan khusus dalam bidang-bidang ilmu populer guna 

mendukung keahliannya secara kompetitif. 

6. Lulusan memiliki literasi digital yang dibutuhkan di era digital saat ini yang dapat 

diintegrasikan dengan konteks pendidikan dan pengajaran. 

7. Lulusan memiliki prinsip kewirausahaan sebagai pengembangan kompetensi yang 

dimiliki untuk diterapkan sebagai sebuah potensi diri yang unggul.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

DAFTAR ISI 

 
HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PENGESAHAN  ............................................................................................................... i 

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ii 

MUKADIMAH ................................................................................................................................. iv 

DAFTAR ISI ...................................................................................................................................viii 

 

BAB I KETENTUAN UMUM .......................................................................................................... 1 

Pasal 1 Pengertian-pengertian .................................................................................................. 1 

 

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN ..................................................................................... 3 

Pasal 2 Visi dan Misi ............................................................................................................... 3 

Pasal 3 Tujuan .......................................................................................................................... 3 

 

BAB III IDENTITAS ............................................................................................................. 4 

Pasal 4 Nama Perguruan Tinggi .............................................................................................. 4 

Pasal 5 Kedudukan ................................................................................................................... 4 

Pasal 6 Nama Persyarikatan ..................................................................................................... 4 

Pasal 7 Izin Pendirian PTM ..................................................................................................... 4 

Pasal 8 Izin Pendirian Persyarikatan ........................................................................................ 4 

Pasal 9 Riwayat Singkat PTM ................................................................................................. 4 

Pasal 10 Hari Jadi..................................................................................................................... 5 

Pasal 11 Lambang .................................................................................................................... 5 

Pasal 12 Bendera ...................................................................................................................... 5 

Pasal 13 Motto ......................................................................................................................... 8 

Pasal 14 Himne dan Mars ........................................................................................................ 8 

Pasal 15 Nilai Juang ............................................................................................................... 10 

Pasal 16 Busana Akademik .................................................................................................... 10 

Pasal 17 Bahasa Pengantar..................................................................................................... 10 

 

BAB IV PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI ......... 11 

Bagian Kesatu Pendidikan ..................................................................................................... 11 

Pasal 18 Jenis dan Administrasi Pendidikan .......................................................................... 11 

Pasal 19 Kurikulum dan Pembelajaran .................................................................................. 11 

Pasal 20 Penyelenggaraan Pembelajaran ............................................................................... 11 

Pasal 21 Penilaian Hasil Belajar ............................................................................................ 12 

Pasal 22 Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ................................................. 13 

Pasal 23 Kalender Akademik ................................................................................................. 13 

Bagian Kedua Penelitian ........................................................................................................ 13 

Pasal 24 Penelitian ................................................................................................................. 13 

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat .................................................................... 13 

Pasal 25 Pengabdian .............................................................................................................. 13 
Bagian Keempat AIK ........................................................................................................................... 14 
Pasal 26 Implementasi AIK ................................................................................................................. 14 

Bagian Kelima Etika Akademik dan Kode Etik .................................................................... 14 

Pasal 27 Etika Akademik ....................................................................................................... 14 

Pasal 28 Kode Etik ................................................................................................................. 14 

 

 



 

ix 

 

BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK  DAN 

OTONOMI KEILMUAN .................................................................................................... 15 

Pasal 29 Azas Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan 

................................................................................................................................................ 15 

Pasal 30 Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi 

Keilmuan ................................................................................................................................ 15 

 

BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN .................................. 16 
Pasal 31 Gelar dan Lulusan.................................................................................................... 16 

Bagian Kedua Penghargaan ................................................................................................... 16 

Pasal 32 Penghargaan ............................................................................................................ 16 

Pasal 33 Pencabutan Penghargaan ......................................................................................... 17 

Pasal 34 Upacara Akademik .................................................................................................. 17 
 

BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI ........................................................ 18 
Pasal  35 Organ Sekolah Tinggi ............................................................................................ 18 

Pasal 36 Unit Usaha ............................................................................................................... 19 

Pasal 37 BPH ......................................................................................................................... 20 

Pasal 38 Ketua........................................................................................................................ 20 

Pasal 39 Wakil Ketua ............................................................................................................. 21 

Pasal 40 Senat Sekolah Tinggi ............................................................................................... 21 

 

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .................................................... 23 
Pasal 41 Dosen dan Tenaga Kependidikan ............................................................................ 23 

Pasal 42 Kewajiban dan Hak ................................................................................................. 23 

Pasal 43 Pemetaan kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan .......................................... 24 

Pasal 44 Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan ......................................................... 25 

Pasal 45 Ketentuan Lain ........................................................................................................ 25 

 

BAB IX KEMAHASISWA DAN ALUMNI ...................................................................... 26 
Pasal 46 Mahasiswa ....................................................................................................... 26 

Pasal 47 Alumni .................................................................................................................... 26 

Pasal 48 Organisasi Kemahasiswaan .............................................................................. 26 

 

BAB X KERJASAMA ......................................................................................................... 27 
Pasal 49 Bidang Kerja Sama .................................................................................................. 27 

 

BAB XI SARANA DAN PRASARAN................................................................................ 28 

Pasal 50 Pengelolaan Sarana dan Prasarana .......................................................................... 28 

 

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN ...................................................................... 29 
Pasal 51 Pengelolaan Anggaran ............................................................................................. 29 

Pasal 52 Evaluasi dan Pengawasan Anggaran ....................................................................... 29 

 

BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI ........................... 31 

Pasal 53 Perencanaan dan Pengembangan ............................................................................. 31 

 

BAB XIV BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN ....................... 32 
Pasal 54 Jenis dan Hierarki Peraturan .................................................................................... 32 

Pasal 55 Statuta ...................................................................................................................... 32 



 

x 

 

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN ............................................................................. 33 
Pasal 56 Ketentuan Peralihan................................................................................................. 33 

 

BAB XVI PENUTUP ........................................................................................................... 34 
Pasal 57 Ketentuan Penutup................................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Pengertian-pengertian 

 

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan: 

 

(1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.  

(2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan 

program profesi, serta program spesialis, yang diselengggarakan oleh Perguruan Tinggi 

berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.  

(3) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan 

Tinggi.  

(4) Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada program sarjana, program 

magister dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan 

berbagai cabang keilmuan.  

(5) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar.  

(6) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.  

(7) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

(8) Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang 

selanjutnya disebut Pimpinan Pusat.  

(9) Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan 

Pusat dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  

(10) Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PTM adalah amal usaha 

Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi 

nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologifilosofis maupun 

praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan 

kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah 

dan tajdid yang melintasi zaman.  

(11) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan 

yang selanjutnya disebut STKIP Muhammadiyah Kuningan adalah PTM yang didirikan 

pada 22 Desember 2010 di Kuningan.  
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(12) Caturdharma adalah kewajiban PTM untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.  

(13) Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang selanjutnya disebut AIK adalah ajaran-ajaran 

Islam sebagaimana difahami oleh Muhammadiyah berdasarkan manhaj Tarjih dan nilai-

nilai kemuhammadiyahan yang disarikan dari ajaran Islam dan pengalaman 

Muhammadiyah di dalam berkarya di tengah-tengah masyarakat.  

(14) Statuta Sekolah Tinggi adalah peraturan dasar STKIP Muhammadiyah Kuningan yang 

digunakan sebagai acuan perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Sekolah 

Tinggi serta sebagai landasan dalam penyusunan peraturan sesuai dengan tujuan STKIP 

Muhammadiyah Kuningan.  

(15) Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi adalah Persyarikatan Muhammadiyah.  

(16) Badan Pembina Harian yang selanjutnya disebut BPH adalah badan yang dibentuk oleh 

dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat yang berfungsi untuk melaksanakan 

tugas memberi arah dan pertimbangan kepada Ketua dalam pengelolaan Sekolah 

Tinggi.  

(17) Ketua adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi.  

(18) Senat Sekolah Tinggi adalah lembaga normatif dan perwakilan tertinggi di STKIP 

Muhammadiyah Kuningan.  

(19) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Sekolah Tinggi dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 

teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta 

pengembangan AIK.  

(20) Tenaga Kependidikan adalah pegawai Sekolah Tinggi sebagai tenaga penunjang 

akademik dan administratif.  

(21) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi yang ada di Sekolah 

Tinggi.  

(22) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa 

di Sekolah Tinggi.  

(23) Warga STKIP Muhammadiyah Kuningan adalah seluruh unsur Sekolah Tinggi, 

termasuk BPH, Ketua, Senat Sekolah Tinggi, Tenaga Kependidikan dan Sivitas 

Akademika.  

(24) Alumni adalah peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan di Sekolah 

Tinggi.  
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BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Visi dan Misi 

 

(1) Visi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan 

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam bidang Pendidikan, Teknologi dan 

Kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.” 

(2) Misi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan 

untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud ayat 1 akan melakukan: 

a. Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat yang unggul dengan basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram 

dan terarah pada program studi yang diselenggarakan. 

b. Mentransformasikan perkembangan teknologi kekinian dengan basis analisis 

kebutuhan dalam proses pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan nilai-nilai 

inovatif. 

c. Menumbuhkembangkan kreativitas kewirausahaan yang merupakan diversifikasi 

luaran pendidikan dan pengajaran dengan basis keilmuan kolaboratif. 

d. Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan 

Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus 

dilakukan oleh segenap sivitas akademika. 

 

Pasal 3 

Tujuan 

 

(1) Tercapainya lulusan sarjana pendidikan yang memiliki keunggulan pada tingkat nasional 

maupun internasional sesuai dengan kompetensi bidang ilmu yang diselenggarakan 

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan. 

(2) Tercapainya peningkatan pelayanan akademik dan non akademik berbasis teknologi 

sesuai dengan perkembangan kebutuhan civitas akademika STKIP Muhamamdiyah 

Kuningan. 

(3) Tercapainya jumlah minimal 50 persen edutekpreuneur (cakap dalam pendidikan dan 

pengajaran, terampil dalam teknologi dan mandiri dalam ekonomi) setiap tahun. 

(4) Tercapaianya internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan yang sesuai 

dengan tujuan perserikatan pada setiap pelaksanaan catur darma perguruan tinggi dengan 

pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap civitas 

akademika. 
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BAB III 

IDENTITAS 

 

Pasal 4 

Nama Perguruan Tinggi 

Nama perguruan tinggi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah 

Kuningan dan disingkat STKIP Muhammadiyah Kuningan. 

 

Pasal 5 

Kedudukan 

Kedudukan hukum atau domisili STKIP Muhammadiyah Kuningan di Jalan R.A 

Moertasiah Soepomo Nomor 28 B Kabupaten Kuningan Jawa Barat. 

 

Pasal 6 

Nama Persyarikatan 

Nama Persyarikatan Muhammadiyah dan berkedudukan di Provinsi daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

 

Pasal 7 

Izin Pendirian PTM 

Pendirian STKIP Muhammadiyah Kuningan sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 223/D/O/2010 tertanggal 22 Desember 2010. 

 

Pasal 8 

Izin Pendirian Persyarikatan 

Persyarikayan Muhammadiyah didirikan pada tanggal 22 Agustus 1914 sesuai keputusan 

Gubernur Jenderal Nomor 18 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jenderal 

Nomor 40 tanggal 16 Agustus 1920 sebagaimana diubah dengan keputusan Gubernur 

Jenderal Nomor 36 tanggal 2 September 1921 dan telah disahkan dengan keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07. tahun 2010 tanggal 

23 Juni 2010. 

Pasal 9 

Riwayat Singkat PTM 

STKIP Muhammadiyah Kuningan didirikan sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 223/D/O/2010 tertanggal 22 Desember 2010. Pada 

saat itu bersamaan dengan pembukaan 5 (lima) program studi, diantaranya;  

a. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

b. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi; 

c. Pendidikan Matematika; 
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d. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini; 

e. Pendidikan bahasa dan Sastra Daerah 

Selanjutnya, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 133/E/O/2012 berdiri Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan 

ditetapkan pada tanggal 20 April 2012. Dengan demikian, ada 6 (enam) program studi 

yang dimiliki oleh STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada saat ini, keenam program 

studi telah terakreditasi B BAN-PT dengan deskripsi sebagai berikut; 

a. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi ; 

b. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi; 

c. Pendidikan Matematika; 

d. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini; 

e. Pendidikan bahasa dan Sastra Daerah; 

f. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

 

Pasal 10 

Hari Jadi 

Tanggal Hari Jadi atau Milad STKIP Muhammadiyah Kuningan sesuai dengan SK Izin 

Pendirian yaitu tanggal 22 Desember. 

 

 

Pasal 11 

Lambang 

 

Lambang STKIP Muhammadiyah Kuningan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Segi lima dengan warna garis 

    merah-putih-kuning 

= Sesuai dengan semangat rukun Islam dan sila 

pancasila, dengan ikatan/pondasi keberanian, 

kesucian dan kesejahteraan. 

b. Warna dasar merah 

c.  Warna tulisan putih               

= 

= 

Lambang keberanian. 

Lambang kesucian. 

c. Padi dan Kapas = Memperjuangkan kesejahteraan Bangsa dan 

Negara. 

d. Lambang Muhammadiyah = Matahari bersinar utama dua belas, ditengah 

tertuliskan (Muhammadiyah) dan lingkaran kalimat 

(Asyhadu an la illaha illa Allah wa asyhadu anna 

Muhammadan Rosul Allah). 

 

Pasal 12 

Bendera 

 

(1) Bendera STKIP Muhammadiyah Kuningan merupakan lambang Perguruan Tinggi yang 

dicetak di atas kain maupun desain timbul lainnya dengan ukuran 145cm x 105 cm 
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dengan diameter logo 62 cm. Sementara bendera Program Studi ditetapkan atas 

Keputusan Ketua dengan ukuran 120 cm x 90 cm dengan diameter logo 50 cm. 

(2) Warna latar bendera STKIP Muhammadiyah Kuningan sesuai dengan lambang di atas 

yakni putih. Warna latar Bendera Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi berwarna biru, latar bendera Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan 

dan Rekreasi berwarna hijau, latar bendera Program Studi Pendidikan Matematika 

berwarna kuning, latar bendera Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 

Dini orange, latar bendera Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 

berwarna hitam dan latar bendera Pendidikan Guru Sekolah Dasar berwarna ungu. 

(3) Berikut gambar bendera STKIP Muhammadiyah Kuningan dengan latar putih yang 

bermakna suci dan penuh keterbukaan dalam penerimaan siapapun masyarakat yang 

menimba ilmu di kampus ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Bendera Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan warna 

latar biru yang bermakna profesional, artistik dan percaya diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dengan warna latar hijau 

yang bermakna sehat, segar-bugar dan sportif. 
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(6) BenderaProgram Studi Pendidikan Matematika dengan latar warna kuning yang 

bermakna cerdas, kreatif, dan bijaksana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Bendera Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan latar warna 

orange yang bermakna hangat, bersemangat, ceria, optimisme, percaya diri dan mampu 

bersosialisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Bendera Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah dengan warna latar hitam 

yang bermakna ketenangan, keteguhan prinsip, keberanian, keanggunan, kemakmuran, 

natural dan berbudaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Bendera Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan warna latar ungu yang 

bermakna kebahagiaan, imajinatif, kreatifitas berfikir dan kebijaksanaan. 
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Pasal 13 

Motto 

 

Motto merupakan komitmen gerak dalam melakukan implementasi visi, misi lembaga dan 

sivitas akademika STKIP Muhammadiyah Kuningan. 

 

Pasal 14 

Himne dan Mars 

 

(1) Himne STKIP Muhammadiyah Kuningan adalah sebagai berikut: 
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(2) Mars STKIP Muhammadiyah Kuningan sebagai berikut: 
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Pasal 15 

Nilai Juang 

 

(1) Nilai yang menjiwai penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Kuningan berazaskan 

Islam bersumber pada Al-Qurán dan As-Sunnah. 

(2) Nilai-nilai tersebut diejawantahkan ke dalam 3 (tiga) prinsip implementatif pengelolaan 

STKIP Muhammadiyah Kuningan sebagai berikut: 

a. Hope: STKIP Muhammadiyah Kuningan merupakan tempat yang menjadi harapan 

setiap individu yang akan meraih kesuksesan secara akademik maupun non akademik. 

Harapan tersebut direalisasikan melalu berbagai program yang terencana, 

implementatif, terukur, evaluatif, dan berkelanjutan. 

b. Happiness : STKIP Muhammadiyah Kuningan merupakan tempat yang memberikan 

kebahagiaan kepada siapapun yang ada di dalamnya. Kebahagian merupakan tujuan 

utama kehidupan. Dengan kebahagiaan, maka prinsip kehidupan yang benar, inspirasi 

kemajuan dan motivasi mencerahkan umat senantiasa muncul pada setiap individu. 

c. Acceptance : STKIP Muhammadiyah Kuningan merupakan tempat yang memberikan 

pengakuan, penghargaan, dan apresiasi kepada siapapun yang telah mampu mencapai 

prestasi sekecil apapun. Prestasi yang dimaksud ialah ketika individu melakukan 

program atau kegiatan apapun yang mendasarkan kepada konsep khairun naas anfa 

uhum linnas (sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia 

lain). 

 

 

Pasal 16 

Busana Akademik 

Busana Akademik STKIP Muhammadiyah Kuningan berbentuk toga dan topi warna hitam 

dengan atribut lambang Sekolah Tinggi. 

 

Pasal 17 

Bahasa Pengantar 

(1) Bahasa pengantar resmi di STKIP Muhammadiyah Kuningan adalah bahasa Indonesia 

(2) Bahasa Sunda sebagai bahasa daerah digunakan untuk menunjang penyelenggaraan 

caturdharma  dan penguatan kompetensi sesuai dengan program studi bahasa sunda atau 

daerah yang ada di STKIP Muhammadiyah kuningan 
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BAB IV 

PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI 

 

Bagian Kesatu 

Pendidikan 

 

Pasal 18 

Jenis dan Administrasi Pendidikan 

 

(1) Jenis pendidikan yang diselenggarakan di STKIP Muhammadiyah Kuningan adalah 

pendidikan akademik program Sarjana 

(2) Unit pengelola program studi dapat membina dan mengembangkan berbagai bidang 

ilmu, teknologi, atau seni dalam satu jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(3) Unit pengelola program studi dipimpin oleh seorang ketua. 

(4) Ketua program studi program studi diangkat dan diberhentikan oleh ketua. 

(5) Masa jabatan ketua program studi adalah 4 (empat) tahun. 

(6) Ketua program studi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat 

kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut. 

(7) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas ketua program studi diatur dalam ketentuan 

tersendiri. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan,   perubahan,   dan   penutupan   program 

studi ditetapkan dalam Peraturan majelis diktilitbang pimpinan pusat Muhammadiyah 

atas usul ketua setelah mendapat persetujuan Senat. 

 

Pasal 19 

Kurikulum dan Pembelajaran 

 

(1) STKIP Muhammadiyah Kuningan mengembangkan kurikulum untuk inovasi dan 

invensi dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, 

dan/atau multi disipliner berdasarkan kurikulum perguruan tinggi. 

(2) Pendidikan yang diselenggarakan d i  STKIP Muhammadiyah Kuningan dalam suatu 

program studi mengacu pada kurikulum yang disusun berdasarkan: visi, misi, tujuan, 

perkembangan  ilmu dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan tantangan masa depan. 

(3) Kurikulum program studi di STKIP Muhammadiyah Kuningan dapat mencakup satu 

atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, kewirausahaan dan seni. 

(4) Pengambangan kurikulum dilakukan secara institusional oleh lembaga pengembangan 

kurikum dan program studi. 

(5) Hasil pengembangan kurikulum ditujukan untuk pengembangan keilmuan sesuai capaian 

pembelajaran program studi. 

(6) Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  pengembangan kurikulum  secara  institusional  

disusun  dan  diusulkan  oleh  LPK dan program studi, untuk ditetapkan dalam Peraturan 

ketua STKIP Muhammadiyah kuningan setelah mendapat persetujuan Senat. 

 

Pasal 20 

Penyelenggaraan Pembelajaran 

 

(1) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial,terdiri atas: 

kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 

60 menit per minggu per semester; kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. 
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(2) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri 

atas: kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; kegiatan mandiri 70 menit 

per minggu per semester. 

(3) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau proses pembelajaran yang sejenis 170 

menit perminggu per semester. 

(4) Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki 

oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan 

pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui 

proses pembelajaran. 

(5) CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan 

program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah 
mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan 

pengetahuan. 

(6) CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL 

yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau 

materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

(7) Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik 

dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang 

direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi 

pembelajaran mata kuliah tersebut. 

(8) Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah 

pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil 

belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

(9) Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur 

ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah 

ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten 

dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

(10) Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, 

Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada 

Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 

(11) Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery 

Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, 

Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 

(12) Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan 

dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 

 

Pasal 21 

Penilaian Hasil Belajar 

(1) Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 

(2) Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK 

yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut 

dan totalnya 100% dengan kategori penilaian yakni TM=Tatap Muka, TS= Tugas 

Terstuktur, TM= Tugas Mandiri. 
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Pasal 22 

Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

 

(1) Penerimaan mahasiswa merupakan proses yang dilakukan mulai dari sosialisasi 

keunggulan kampus, promosi, tes masuk, dan penerimaan mahasiswa sebagai sivitas 

akademika STKIP Muhammadiyah Kuningan setelah semua persyaratan dipenuhi.  

(2) Registrasi merupakan proses yang dilaukan mahasiswa di awal semester. 

(3) Administrasi perkuliahan adalah semua urusan kampus mulai dari pendaftaran, proses 

pembelajaran sampai lulus wisuda. 

(4) Ujian yang dimaksud adalah prosesi menuju pertanggungjawaban akademik atas hasil 

temuan dalam riset. Ujian terdiri dari Ujian Proposal dan ujian Skripsi. 

(5) Yudisium merupakan  tahapan akademik pasca kegiatan ujian skripsi 

(6) Wisuda merupakan agenda akhir akademik sebagai wahana sosialisasi pengakuan 

keilmuan dalam masa studi program sarjana bagi mahasiswa. 

 

Pasal 23 

Kalender Akademik 

 

Kalender Akademik terdiri dari semester Gasal yang dimulai bulan September dan 

Semester genap yang dimulai pada bulan Februari. 

 

Bagian Kedua 

Penelitian 

 

Pasal 24 

Penelitian 

(1) STKIP Muhammadiyah Kuningan membina dan mengembangkan penelitian untuk 

inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, kewirausahaan, dan seni, 

baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner berdasarkan rencana induk penelitian 

STKIP Muhammadiyah kuningan. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual 

dan/atau institusional oleh STKIP Muhammadiyah Kuningan. 

(3) Hasil penelitian dapat berupa model, desain, karya seni, purwarupa, naskah akademik 

dan bentuk lainnya.  

(4) Ketentuan    lebih  lanjut  mengenai  peta,  hasil,  dan  pelaksanaan  penelitian  secara  

individual dan/atau  institusional  disusun  dan  diusulkan  oleh  LPPM dan unit 

pengelola prodi, untuk ditetapkan dalam Peraturan ketua STKIP Muhammadiyah 

kuningan setelah mendapat persetujuan Senat. 

 

Bagian Ketiga  

Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Pasal 25 

Pengabdian 

(1) STKIP Muhammadiyah Kuningan membina dan mengembangkan pengabdian kepada 

masyarakat untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, 

baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner berdasarkan rencana induk pengabdian 

kepada masyarakat STKIP Muhammadiyah kuningan. 

(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

dosen secara individual dan/atau institusional oleh STKIP Muhammadiyah Kuningan. 
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(3) Hasil pengabdian dapat berupa model, desain, karya seni, purwarupa, naskah akademik 

dan bentuk lainnya.  

(4) Ketentuan    lebih  lanjut  mengenai  peta,  hasil,  dan  pelaksanaan  pengabdian kepada 

masyarakat  secara  individual dan/atau  institusional  disusun  dan  diusulkan  oleh  

LPPM dan unit pengelola prodi, untuk ditetapkan dalam Peraturan ketua STKIP 

Muhammadiyah kuningan setelah mendapat persetujuan Senat. 

 

Bagian Keempat 

AIK 

 

Pasal 26 

Implementasi AIK 

 

(1) AIK diimplementasikan dalam kehidupan warga STKIP Muhammadiyah Kuningan 

(2) AIK diinternalisasi dan dikembangkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

(3) Paradigma pembelajaran AIK terdiri dari tiga aspek; aspek Teologis dan Filosofis, 

aspek Substantif, dan aspek Metodologis. 

(4) Ketua bersama BPH mengatur pelaksanaan, internalisasi dan pengembangan AIK 

sehingga tercapai standar STKIP Muhammadiyah Kuningan dalam bidang AIK. 

 

Bagian Kelima 

Etika Akademik dan Kode Etik 

 

Pasal 27 

Etika Akademik 

 

(1) Etika akademik merupakan standar dan pedoman perilaku bagi seluruh sivitas 

akademik STKIP Muhammadiyah Kuningan dalam pelaksanaan Caturdharma 

Perguruan Tinggi. 

(2) Etika Akademik disusun oleh Senat STKIP Muhammadiyah Kuningan berdasarkan 

landasan AIK dan perundang-undangan. 

 

Pasal 28 

Kode Etik 

 

(1) Kode Etik merupakan standar dan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan bagi 

seluruh warga STKIP Muhammadiyah Kuningan dalam kehidupan dan 

penyelenggaraan perguruan tinggi. 

(2) Kode Etik disusun oleh Senat STKIP Muhammadiyah Kuningan berdasarkan 

landasan AIK dan perundang-undangan. 
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BAB V  

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK  

DAN OTONOMI KEILMUAN 

 

Pasal 29 

Azas Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan 

  

(1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan 

kebebasan yang dimiliki seluruh sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan terkait 

caturdharma secara bertanggung jawab dan mandiri dengan tetap memegang teguh Etika 

Akademik dan Kode Etik serta menjaga harkat, martabat dan marwah STKIP 

Muhammadiyah Kuningan.  

(2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dilaksanakan 

oleh sivitas akademika dalam kegiatan caturdharma untuk mewujudkan visi, misi dan 

tujuan STKIP Muhammadiyah Kuningan.  

(3) STKIP Muhammadiyah Kuningan menjamin kebebasan akademik bagi seluruh sivitas 

akademika untuk mendalami dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran, 

teknologi, dan kewirausahaan secara bertanggung jawab.  

(4) STKIP Muhammadiyah Kuningan menjamin kebebasan mimbar akademik bagi seluruh 

sivitas akademika yang memiliki reputasi, otoritas dan wibawa ilmiah untuk 

menyampaikan fikiran dan pendapat atas sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu 

dan/atau cabang ilmunya secara lisan dan/atau tertulis.  

(5) STKIP Muhammadiyah Kuningan menjamin otonomi keilmuan secara bebas dan ilmiah 

bagi seluruh sivitas akademika dalam menemukan, mengungkap, mengembangkan 

dan/atau mempertahankan suatu hal berkenaan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmunya.  

 

Pasal 30 

Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan 

  

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan 

merupakan tanggung jawab STKIP Muhammadiyah Kuningan dan pribadi setiap sivitas 

akademika. 

(2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dilaksanakan 

sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggung jawab keilmuan, Etika Akademik dan 

Kode Etik sehingga bentuk-bentuk pelaksanaan yang melanggarnya dapat dikenai sanksi 

sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.  

(3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi 

keilmuan, STKIP Muhammadiyah Kuningan dan sivitas akademika dapat bekerja sama 

dengan pihak luar Sekolah Tinggi baik dari dalam maupun luar negeri dengan tetap 

mengedepankan kepentingan Sekolah Tinggi dan memegang teguh Etika Akademik dan 

Kode Etik.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik dan otonomi keilmuan diatur dengan Keputusan Senat. 
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BAB VI 

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN 

 

Bagian Pertama 

Gelar dan Sebutan Lulusan 

 

Pasal 31 

Gelar dan Lulusan 

 

(1) Lulusan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah 

Kuningan memiliki hak menggunakan gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi. 

(2) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan  dibelakang nama pemilik hak atas 

penggunaan gelar yang bersangkutan. 

(3) Gelar akademik Doktor ditempatkan di muka nama pemilik gelar yang bersangkutan 

dengan mencantumkan singkatan. 

(4) Sebutan Profesi ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan 

profesi yang bersangkutan. 

(5) Jenis gelar dan sebutan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

(6) Penghargaan Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada 

seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, 

kemasyarakatan atau kemanusiaan. 

(7) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diiusulkan oleh Senat Sekolah Tinggi kepada ketua 

dan dikukuhkan oleh Senat Sekolah Tinggi. 

(8) Prosedur pengusulan dan pemberian gelar doktor Kehormatan dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(9) Gelar untuk pendidikan profesi diatur bersama antara Organisasi Profesi dan Sekolah 

Tinggi, dan ditulis dibelakang nama yang berhak. 

 

Bagian Kedua 

Penghargaan 

 

Pasal 32 

Penghargaan 

 

(1) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan  

dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah 

berjasa terhadap pengembangan Sekolah Tinggi. 

(2) Tanda jasa yang dimaksud dalam ayat (1) dianugerahkan oleh ketua berdasarkan 

pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dan persetujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

sebagai Badan Penyelenggara. 

(3) Batasan, bentuk dan jenis penghargaan, serta tata upacara pemberian penghargaan 

tanda jasa diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua. 

(4) Pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan pada saat peringatan hari jadi (Dies 

Natalis) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah 

Kuningan. 
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Pasal 33 

Pencabutan Penghargaan 

 

Pencabutan gelar akademik, sebutan, penghargaan, dan ijazah dapat dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

 

Pasal 34 

Upacara Akademik 

 

(1) Upacara akademik yang meliputi upacara Dies Natalis/Milad, Wisuda Lulusan, 

Pengukuhan Guru Besar, Doktor Honoris Causa diselenggarakan dalam rapat Senat 

Terbuka. 

(2) Upacara Dies Natalis/Milad diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang 

tahun Sekolah Tinggi yang diselenggarakan setahun sekali. 

(3) Pada upacara Dies Natalis/Milad Ketua menyampaikan pidato laporan tahunan dan 

seorang dosen menyampaikan orasi ilmiah. 

(4) Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan 

penyerahan ijazah. 

(5) Upacara Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka pengukuhan Guru Besar 

baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan 

(6) Upacara promosi Doktor diselenggarakan dalam rangka penilaian akhir lulusan 

pendidikan Program Doktor. 

(7) Upacara pemberian gelar Doktor Honoris Causa diselenggarakan dalam rangka 

penyerahan penghargaan kepada seseorang yang dinilai berjasa luar biasa dalam bidang 

akademik tertentu dengan disertai pidato penerimaan gelar. 
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BAB VII 

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI 

 

Pasal  35 

Organ Sekolah Tinggi  

 

(1) Organ pokok STKIP Muhammadiyah Kuningan adalah Majelis Pendidikan Tinggi 

Penelitian dan Pengembangan (Majelis DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. 

(2) Organ pokok STKIP Muhammadiyah Kuningan terdiri atas: 

a. Badan Pengurus Harian (BPH) STKIP Muhammadiyah Kuningan. 

b. Senat STKIP Muhammadiyah Kuningan. 

c. Ketua dan Wakil Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan. 

(3) Organ lain STKIP Muhammadiyah Kuningan terdiri atas: 

a. Unsur Pelaksana Akademik, terdiri dari: Program Studi, Lembaga Penjaminan Mutu, 

Lembaga Pengembangan Kurikulum, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat, dan Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

b. Unsur Penunjang Akademik, terdiri dari: Laboratorium, Perpustakaan, Studio, 

Penerbitan, Badan Usaha, dan unsur penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan. 

c. Unsur pelaksana administrasi, terdiri dari: sekretariat perguruan tinggi, bagian 

akademik, bagian kemahasiswaan, bagian keuangan, bagian Kepegawaian, bagian 

sarana prasarana, bagian kerjasama dan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) , UPT 

Sistem Data dan Informasi, UPT Bahasa, UPT Perpustakaan. 

(4) Penerapan prinsip subsidiaritas di STKIP Muhammadiyah Kuningan yaitu mahasiswa 

diberikan ruang untuk mengembangkan skill/kemampuan diri melalui Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) dan diharapkan dapat diimplementasikan di masyarakat. 

(5) Masa jabatan pimpinan STKIP Muhammadiyah Kuningan adalah 4 (empat) tahun, dan 

dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan 

berturut turut. 

 

(6) Tata kelola organ lain dari STKIP Muhammadiyah Kuningan, yaitu: 

a. Unsur Pelaksana Akademik 

1. Program Studi 

a. Program studi dipimpin oleh seorang ketua. 

b. Ketua program studi diangkat dan diberhentikan oleh ketua sekolah tinggi. 

c. Masa jabatan ketua program studi adalah 4 (empat) tahun. 

d. Ketua program studi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat 

kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan 

berturut turut. 

2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

a. LPM dipimpin oleh seorang ketua. 

b. Ketua LPM diangkat dan diberhentikan oleh ketua sekolah tinggi. 

c. Masa jabatan ketua LPM adalah 4 (empat) tahun. 

d. Ketua LPM yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali 

dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut. 

3. Lembaga Pengembangan Kurikulum (LPK) 

a. LPK dipimpin oleh seorang ketua. 

b. Ketua LPK diangkat dan diberhentikan oleh ketua sekolah tinggi. 

c. Masa jabatan ketua LPK adalah 4 (empat) tahun. 
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d. Ketua LPK yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali 

dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut. 

4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

a. LPPM dipimpin oleh seorang ketua. 

b. Ketua LPPM diangkat dan diberhentikan oleh ketua sekolah tinggi. 

c. Masa jabatan ketua LPPM adalah 4 (empat) tahun. 

d. Ketua LPPM yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali 

dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut. 

5. Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyahan (LAIK) 

a. LAIK dipimpin oleh seorang ketua. 

b. Ketua LAIK diangkat dan diberhentikan oleh ketua sekolah tinggi. 

c. Masa jabatan ketua LAIK adalah 4 (empat) tahun. 

d. Ketua LAIK yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali 

dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut. 

b. Unsur Penunjang Akademik, terdiri dari: bagian sarana prasarana, UPT Bahasa, 

Perpustakaan, Laboratorium, Studio, Penerbitan, Badan Usaha, dan unsur penunjang 

lainnya sesuai dengan kebutuhan pengembangan. 

1. Unsur penunjang akademik dipimpin oleh seorang kepala bagian. 

2. Unsur penunjang akademik diberhentikan oleh ketua sekolah tinggi. 

3. Masa jabatan Unsur penunjang akademik 4 (empat) tahun. 

4. Unsur penunjang akademik yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat 

diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan 

berturut turut. 

c. Unsur pelaksana administrasi, terdiri dari: sekretariat perguruan tinggi, bagian 

akademik, bagian kemahasiswaan, bagian keuangan, bagian Kepegawaian, bagian 

Kerjasama dan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), UPT Sistem Data dan Informasi. 

1. Unsur pelaksana administrasi dipimpin oleh seorang kepala bagian. 

2. Unsur pelaksana administrasi diberhentikan oleh ketua sekolah tinggi. 

3. Masa jabatan Unsur pelaksana administrasi 4 (empat) tahun. 

4. Unsur pelaksana administrasi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat 

diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan 

berturut turut. 

 

Pasal 36 

Unit Usaha 

 

(1) Unit usaha merupakan usaha yang diselenggarakan dengan kepemilikan saham oleh 

STKIP Muhamamdiyah Kuningan. 

(2) Unit usaha didirikan dengan tujuan untuk menambah pendapatan selain dari mahasiswa. 

(3) Masing-masing unit usaha terdiri atas pengawas, kepala unit usaha dan tenaga 

administrasi. 

(4) Pengawas terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua berdasarkan Surat Keputusan Ketua. 

(5) Kepala unit usaha diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada ketua STKIP 

Muhammadiyah Kuningan. 

(6) Bagian administrasi adalah tenaga teknis yang bertanaggungjawab secara teknis kepada 

Kepala Unit Usaha. 

(7) Masa jabatan kepala unit usaha adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 

dengan ketentuan sebanyak-banyak nya 2 kali masa jabatan berturut turut. 
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(8) Unit usaha dapat diselenggarakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni dan kewirausahaan serta memenuhi kebutuhan dan didasarkan pada 

peraturan sekolah tinggi. 

(9) Bidang usaha yang dikembangkan harus sesuai dengan persetujuan pengawas.  

(10) Hal-hal yang belum tertuang dalam peraturan ini di kembalikan kepada peraturan 

STKIP Muhammadiyah Kuningan. 

 

 

Pasal 37 

BPH 

(1) BPH bertugas:  

a. Memberi arah dan pertimbangan kepada Ketua dalam pengelolaan STKIP 

Muhammadiyah Kuningan.  

b. Bersama Ketua dan Senat STKIP Muhammadiyah Kuningan menyusun Statuta, 

Rencana Induk Pengembangan Sekolah tinggi, dan Rencana Strategis Sekolah Tinggi.  

c. Bersama Ketua menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan.  

d. Bersama Ketua melaksanakan internalisasi, integrasi dan pengembangan AIK.  

e. Bersama Ketua melakukan usaha-usaha yang terencana dan terukur untuk menjamin 

keberlanjutan STKIP Muhammadiyah Kuningan.  

(2) BPH berwenang:  

a. Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan atas usul Ketua.  

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah 

Kuningan.  

c. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.  

(3) BPH terdiri atas:  

a. Unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan.  

b. Unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi.  

c. Unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami 

persyarikatan.  

(4) Hal-hal lain tentang keanggotaan BPH diatur sesuai dengan Pedoman Pimpinan Pusat 

tentang PTM 

Pasal 38 

Ketua 

 

(1) STKIP Muhammadiyah Kuningan dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi 

Penelitian dan Pengembangan, serta bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan 

tinggi Penelitian dan Pengembangan. 

(2) Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan bertanggungjawab dalam: 

a. Mengelola pendidikan, penelitian,  pengabdian kepada masyarakat, dan AI-Islam dan 

Kemuhammadiyahan; 

b. Melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan STKIP Muhammadiyah 

Kuningan secara optimal; 

c. Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik; 

d. Mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Ketua; 

e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai STKIP Muhammadiyah 

Kuningan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada BPH; 

f. Mendelegasikan pelaksanaan tugas ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan di tingkat 

Lembaga dan unit lainnya kepada ketua lembaga/prodi, kepala bagian/UPT, atau 

unsur lainnya di lingkungan STKIP Muhammadiyah Kuningan; 
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g. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang 

melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik; 

h. Mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Program Studi dengan 

pertimbangan persetujuan senat dan BPH; 

i. Mengubah bentuk perguruan tinggi dengan pertimbangan dan persetujuan senat dan 

BPH;  

j. Menandatangani surat dan dokumen sesuai dengan ketentuan. 

(3) Ketua diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 

(satu) kali masa jabatan. 

(4) Apabila Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua menunjuk salah satu Wakil Ketua sebagai 

Pelaksana Harian.  

(5) Apabila Ketua berhalangan tetap, BPH bersama PWM harus mengusulkan Pejabat Ketua 

kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan 

dalam waktu selama-lamanya 3 bulan.  

 

Pasal 39 

Wakil Ketua 

 

(1) Wakil Ketua merupakan petugas yang membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya. 

(2) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan 

Pengembangan atas usul ketua serta bertangjungjawab kepada Ketua. 

(3) Wakil Ketua memiliki tanggung jawab dalam; 

a. pelaksanaan bagian akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM); 

b. pelaksanaan bagian kemahasiswaan dan alumni; 

c. pelaksanaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

d. pelaksanaan bagian keuangan; 

e. pelaksanaan bagian kepegawaian; 

f. pelaksanaan sarana dan prasarana; 

g. pelaksanaan kerjasama dan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). 

h. pengendalian kegiatan bidang akademik, kemahasiswaan, serta Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

i. pengendalian kegiatan bidang keuangan, sumber daya manusia, aset, dan 

kerjasama. 

(4) Wakil Ketua diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

 

Pasal 40 

Senat Sekolah Tinggi 

 

(1) Senat Akademik merupakan perwakilan tertinggi di tingkat Sekolah Tinggi. 

(2) Senat Akademik bertugas : 

a. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, norma/etika, dan kode etik 

akademik; 

b. Menyusun dan menetapkan kebijakan akademik, yaitu: kurikulum yang digunakan 

program studi; persyaratan akademik untuk memberikan gelar akademik; dan 

persyaratan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik. 

c. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan 

dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi; 
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d. Memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk pembukaan 

program studi, perubahan bentuk perguruan tinggi, dan penutupan program studi; 

e. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan; 

f. Merekomendasikan pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan; 

g. Memberikan persetujuan kepada ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan dalam 

pengusulan profesor; 

h. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pelaksanaan catur dharma yang 

mengacu pada rencana strategis; 

i. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi; 

j. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan 

peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi; 

k. Memberikan pertimbangan atas pemilihan kandidat calon ketua STKIP 

Muhammadiyah Kuningan yang akan diusulkan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

 

(3) Senat Sekolah Tinggi terdiri atas Ketua, Wakil, Ketua, Ketua Program Studi, Ketua 

Lembaga, dan Perwakilan Dosen yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan 

Ketua.  

(4) Senat Sekolah Tinggi diketuai oleh seorang Ketua Senat selain Ketua yang didampingi 

oleh Sekretaris Senat yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Sekolah tinggi.  

(5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Sekolah tinggi adalah 4 tahun.  

(6) Dalam menjalankan tugas, Senat Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan Rapat Senat 

dan membentuk komisi-komisi. 

(7) Rapat Senat Sekolah tinggi diatur secara rinci dengan Keputusan Senat.  

(8) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat Sekolah Tinggi dilakukan 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak apabila kesepakatan 

mufakat tidak dicapai.  

(9) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak yang menyangkut perorangan dilakukan 

secara tertutup.   
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BAB VIII 

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

Pasal 41 

Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 

(1) Dosen dan tenaga kependidikan di STKIP Muhammadiyah Kuningan diangkat oleh Ketua 

BPH atas usul Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan untuk melaksanakan tugas-tugas 

di bidang akademik, tata laksana, pelayanan administrasi, dan teknis.  

(2) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya melaksanakan 

tugas utama catur dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyahan. 

(3) Tenaga kependidikan merupakan orang perseorangan yang secara tidak langsung 

membantu pelaksana pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada 

masyarakat.  

(4) Dosen dan tenaga kependidikan terdiri atas: 

a. Dosen  tetap  dan  tenaga  kependidikan  tetap,  yaitu  orang  perseorangan  yang  

membuat perjanjian kerja dan diangkat oleh Ketua BPH atas usul Ketua STKIP 

Muhammadiyah Kuningan untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang akademik. 

b. Dosen  dan  tenaga  kependidikan  tidak  tetap,  yaitu  orang  perseorangan  yang  

membuat perjanjian kerja dan diangkat oleh Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan 

untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang tata laksana, pelayanan administrasi, dan 

teknis.  

(5) Dosen dan tenaga kependidikan tetap dilarang merangkap sebagai BPH. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta 

persyaratan lain menjadi dosen di lingkungan STKIP muhammadiyah Kuningan,  
diusulkan  oleh  Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan kepada BPH sesuai dengan 

kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta 

persyaratan lain menjadi tenaga kependidikan di lingkungan STKIP Muhammadiyah 

Kuningan, diusulkan oleh Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan kepada BPH, sesuai 

dengan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh BPH. 

 

Pasal 42 

Kewajiban dan Hak 

(1) Kewajiban dosen: 

a. Mewujudkan visi dan misi STKIP Muhammadiyah Kuningan; 

b. membina dan mengembangkan lembaga STKIP Muhammadiyah kuningan; 

c. meningkatkan kompetensi dan menempatkan isi, tujuan, metode, dan hasil 

penelitian sesuai dengan bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam kerangka 

peningkatan martabat manusia; 

d. memiliki cita-cita akademik dan non akademik secara berkelanjutan sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 

e. mengintegrasikan kompetensi yang dikuasai dengan nilai-nilai Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan; 

f. menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai fitrah atas dasar pertimbangan jenis 
kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang 

sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; 



 

24 

 

g. mentransformasikan,   mengembangkan,  dan   menyebarluaskan   ilmu,   teknologi,   

atau   seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Al-

Islam dan Kemuhammadiyahan. 

 

(2) Kewajiban tenaga kependidikan: 

a. mewujudkan   identitas   serta   Visi   dan   Misi  STKIP Muhammadiyah 

Kuningan; 

b. membina dan mengembangkan lembaga STKIP Muhammadiyah Kuningan; 

c. melaksanakan sistem administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, 

dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 
(3) Hak dosen: 

a. memperoleh penghasilan sesuai dengan pekerjaan untuk setiap tugas dan tanggung 
jawab dalam suatu jumlah yang telah ditentukan dengan peraturan yang 

diberlakukan. 

b. memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi akademik; 

c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan 

kompetensi keilmuannya masing-masing; 
d. memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan; 

e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi yang ada di STKIP 

Muhammadiyah Kuningan. 

f. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; 

g. mendapat pengakuan atas hak kekayaan intelektual; 
h. mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana STKIP 

Muhammadiyah Kuningan bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan; 

i. mendapat perlakuan nondiskriminatif. 
 

(4) Hak tenaga kependidikan: 

a. memperoleh penghasilan sesuai dengan pekerjaan untuk setiap tugas dan 

tanggung jawab dalam suatu jumlah yang telah ditentukan dengan peraturan yang 

diberlakukan. 

b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi akademik; 

c. memperoleh kesempatan pembinaan karier sesuai dengan tugas kerjanya masing-

masing; 

d. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; 
e. mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana STKIP 

Muhammadiyah Kuningan bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 

f. mendapat perlakuan nondiskriminatif. 

 

Pasal 43 

Pemetaan kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 

(1) Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada kebutuhan rasio 

mahasiswa dan pelayanan akademik. 

(2) Penempatan, mutasi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan didasarkan 
pada hasil evaluasi kinerja setiap semester. 

(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemetaan  kebutuhan,  prosedur  penempatan,  

mutasi,  atau pemberhentian dosen ditetapkan oleh BPH sesuai dengan kebijakan bidang 

akademik yang ditetapkan oleh Senat. 
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Pasal 44 

Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 

(1) Pembinaan serta pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh 
Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan. 

(2) Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan diberikan oleh ketua 

STKIP Muhammadiyah kuningan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan karakter dan 

karier, serta pemberian  penghargaan  kepada  dosen  dan  tenaga  kependidikan  

ditetapkan  oleh  BPH  atas  usul  Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan     sesuai  

dengan  kebijakan  bidang akademik dan non-akademik yang ditetapkan oleh Senat. 

 

Pasal 45 

Ketentuan Lain 

 

Orang perseorangan atau kelompok anggota  sivitas akademika yang melanggar  peraturan 

tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan 

dikenai sanksi administratif oleh Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB IX 

KEMAHASISWA DAN ALUMNI 

 

Pasal 46 

Mahasiswa 

 

(1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di STKIP 

Muhammadiyah Kuningan. 

(2) STKIP Muhammadiyah Kuningan menerima mahasiswa tanpa membedakan suku, ras, 

agama, golongan, bangsa, dan negara. 

(3) Prosedur, mekanisme, dan syarat-syarat menjadi mahasiswa ditetapkan dengan surat 

Keputusan Ketua.  

 

Pasal 47 

Alumni 

 

(1) Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan 

tertentu dan atau lulusan STKIP Muhammadiyah Kuningan. 

(2) Alumni dibentuk dalam suatu organisasi yang dinamakan Ikatan Alumni (IKA) STKIP 

Muhammadiyah Kuningan dan Ikatan Alumni (IKA) program studi. 

(3) Pembentukan organisasi alumni disahkan dengan Surat Keputusan Ketua. 

(4) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

organisasi Ikatan alumni itu sendiri. 

(5) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai alumni, diatur oleh Wakil Ketua I bidang 

akademik, kemahasiswaan dan AIK.  

 

  
Pasal 48 

Organisasi Kemahasiswaan 

 

(1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri serta potensi 

mahasiswa kearah perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran, minat, 

bakat, dan kesejahteraan mahasiswa. 

(2) Organisasi kemahasiswaan pada tingkat Sekolah Tinggi terdiri dari : 

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). 

b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

c. Himpunan Mahasiswa Program studi (HIMA). 

d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). 

e. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). 

(3) Kegiatan kemahasiswaan tingkat Sekolah Tinggi dan program studi ditekankan pada 

pengembangan amalan keagamaan, IPTEK, dan kewirausahaan. 

(4) Alokasi anggaran Kemahasiswaan bersumber dari STKIP Muhammadiyah Kuningan 

dan sumber lain yang bersifat tidak mengikat. 

(5) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai Aturan Kemahasiswaan, diatur Melalui Pedoman 

Organisasi Kemahasiswaan STKIP Muhammadiyah Kuningan. 
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BAB X 

KERJASAMA 

 

Pasal 49 

Bidang Kerja Sama 

 

(1) Bidang kerjasama dilakukan baik dengan instansi dalam maupun luar negeri sesuai 

dengan permendikbud no 14 Tahun 2014: 

a. kerjasama yang dilakukan pada bidang akademik meliputi kegiatan pendidikan dan 

pengajaran, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan. 

b. kerjasama yang dilakukan pada bidang non akademik meliputi, tata kelola 

manajemen perguruan tinggi, pemberdayaan masyarakat, pengurusan royalti hak 

kekayaan intelektual dan kegiatan lainnya. 

c. kerjasama yang dilakukan pada bidang usaha meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni dan kewirausahaan. 

(2) Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk : 

a. terealisasinya visi dan misi STKIP Muhammadiyah Kuningan sesuai dengan 

caturdarma perguruan tinggi. 

b. tersedianya sumber daya insani yang bermutu dalam kerangka pengembangan 

kualitas STKIP Muhammadiyah Kuningan.  

c. menunjang kebutuhan operasional catur darma perguruan tinggi dan menciptakan 

usaha yang bisa memberikan kontribusi kepada STKIP Muhammadiyah Kuningan. 

(3) Prinsip kerja sama y a n g  dilakukan bersifat saling menguntungkan, tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai ajaran Islam, kepentingan nasional, dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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BAB XI 

SARANA DAN PRASARANA 

 

Pasal 50 

Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

 

(1) Secara operasional, pengelolaan sarana prasarana dilakukan dengan optimal, efektif, 

dan efisien oleh kepala bagian sarana prasarana di bawah koordinasi Wakil ketua II 

Bidang Keuangan, SDM, Aset, dan Kerjasama. 

(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari 

masyarakat, pemerintah dan/atau pihak luar yang di luar penggunaan dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi diatur dengan ketentuan yang ditetapkan Ketua 

dengan Pertimbangan Senat. 

(3) Pengalihan sarana dan prasarana diatur dengan ketetapan Ketua sekolah tinggi dengan 

pertimbangan senat sekolah tinggi. 

(4) Kekayaan sekolah tinggi di luar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya 

diatur dengan ketetapan ketua dengan pertimbangan senat sekolah tinggi. 

(5) Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan sekolah tinggi untuk memperoleh dana 

guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sekolah tinggi diatur dengan ketetapan 

Ketua dengan pertimbangan senat sekolah tinggi. 

(6) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan sekolah tinggi yang diatur dalam surat Keputusan Ketua. 
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BAB XII 

KEUANGAN DAN KEKAYAAN 

 

Pasal 51 

Pengelolaan Anggaran 

 

(1) Pembiayaan di STKIP Muhammadiyah Kuningan diatur dalam Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja (RAPB) dalam bentuk anggaran rutin, anggaran 

pengembangan akademik, dan anggaran dana abadi. 

(2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) sekolah tinggi disusun oleh 

pimpinan sekolah tinggi, setelah mendapat persetujuan senat sekolah tinggi diajukan 

kepada pimpinan pusat muhammadiyah sebagai badan penyelenggara melalui majelis 

pendidikan tinggi pimpinan pusat muhammadiyah untuk disahkan. 

(3) Sumber pembiayaan Sekolah Tinggi diperoleh dari: 

a. Hasil usaha persyarikatan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Badan 

Penyelenggara (BP) dan Badan Pembina Harian (BPH); 

b. Hasil usaha dan bantuan dari Dewan Penyantun (DP); 

c. Dana pengembangan, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Dana 

Pengembangan Pendidikan (DPP), dan penerimaan lain dari mahasiswa; 

d. Bantuan perorangan, lembaga, dan pemerintah; 

e. Penerimaan wakaf, zakat, infak, dan shadaqah; 

f. Penerimaan lain yang halal dan tidak mengikat; 

(4) Status kepemilikan dana atau seluruh kekayaan sekolah tinggi secara hukum adalah 

milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Jakarta dan Yogyakarta. 

(5) Segala bentuk pemasukan/penerimaan berupa uang dan barang bergerak/tidak bergerak 

yang melalui dan atas nama sekolah tinggi dan unit-unit yang ada adalah kekayaan 

sekolah tinggi. 

(6) Kewenangan penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana serta pembukuan 

keuangan sekolah tinggi disusun oleh Ketua Sekolah Tinggi dengan pertimbangan 

senat. 

 

Pasal 52 

Evaluasi dan Pengawasan Anggaran 

 

(1) Pimpinan sekolah tinggi menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan 

yang berlaku. 

(2) Laporan Keuangan Tahunan (LKT) disusun sesuai dengan Standart Akuntansi 

Keuangan (SAK) yang berlaku. 

(3) Laporan Keuangan Tahunan (LKT) dan Laporan Akademik Tahunan (LAT) 

ditandatangani oleh ketua dan disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

sebagai Badan Penyelenggara melalui Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. 

(4) Laporan pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) STKIP 

Muhammadiyah Kuningan, setelah mendapat persetujuan dari senat dan disampaikan 

kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis DIKTILITBANG. 

(5) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Ketua STKIP Muhammadiyah 

Kuningan wajib menyampaikan laporan tahunan kepada senat dengan tembusan kepada 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Badan Penyelenggara melalui Majelis 

DIKTILITBANG. 
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(6) Pengawasan pelaksanaan anggaran dan kekayaan sekolah tinggi dilakukan oleh tim 

pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri: 

a. Atasan langsung (pengawasan melekat); 

b. Internal Audit yang dibentuk oleh Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan; 

c. Akuntan Publik; 

(7) Majelis DIKTILITBANG Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan pengawasan 

keuangan STKIP Muhammadiyah Kuningan yang teknis pelaksanaannya dilimpahkan 

kepada Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. 
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BAB XIII 

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI 

 

Pasal 53 

Perencanaan dan Pengembangan 

 

(1) STKIP Muhammadiyah Kuningan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan 

tinggi dalam bidang akademik dan non akademik. 

(2) Sistem penjaminan mutu STKIP Muhammadiyah Kuningan terdiri atas: 

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh STKIP 

Muhammadiyah Kuningan melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). 

b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang laksanakan oleh 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

(3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian 

pelaksanaan, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.  

(4) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan standar 

nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh STKIP 

Muhammadiyah Kuningan. 

(5) Pengelolaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan oleh Lembaga 

Penjaminan Mutu di STKIP Muhammadiyah Kuningan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu STKIP Muhammadiyah 

Kuningan dan tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) ditetapkan dalam peraturan Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan dengan 

persetujuan senat. 
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BAB XIV  

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN 

 

Pasal 54 

Jenis dan Hierarki Peraturan 

 

(1) Tata urutan peraturan Sekolah Tingi adalah : 

a. Statuta Sekolah Tinggi. 

b. Peraturan Sekolah Tinggi. 

c. Peraturan Ketua Pengganti Peraturan Sekolah Tinggi. 

d. Peraturan Ketua. 

e. Keputusan Ketua. 

f. Peraturan Pelaksana yang lain. 

 

(2) Kedudukan dan kekutan berlakunya peraturan sesuai dengan hierarki peraturan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

 

Pasal 55 

Statuta 

(1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh ketua selaku Ketua Senat 

Sekolah Tinggi dan disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Badan 

Penyelenggara. 

(2) Peraturan Sekolah Tinggi merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh 

Ketua bersama dengan Senat Sekolah Tinggi. 

(3) Peraturan Ketua Pengganti Peraturan Sekolah Tinggi adalah peraturan yang dibuat oleh 

Ketua dalam keadaan memaksa dan segera tanpa pertimbangan Senat yang 

kedudukannya sederajat dengan Peraturan Sekolah Tinggi. 

(4) Peraturan Ketua adalah peraturan yang dibuat oleh Ketua sebagai pelaksanaan 

oprasional dari peraturan di tingkat atasnya. 

(5) Keputusan Ketua adalah keputusan yang dibuat oleh Ketua dalam bidang-bidang 

tertentu. 

(6) Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural di 

bawah pimpinan Sekolah Tinggi sebagai peraturan pelaksana diatasnya. 

(7) Dalam hal ketentuan peraturan sebagaimana ayat (3) pasal ini telah dibuat, dalam waktu 

selambat-lambatnya 3 bulan sejak diberlakukan harus dimintakan pertimbangan dari 

Senat Sekolah Tinggi. 
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BAB XV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 56 

Ketentuan Peralihan 

(1) Segala peraturan yang ada yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak 

berlaku. 

(2) Perubahan Statuta ditetapkan oleh Ketua sebagai Ketua Senat dan di sahkan oleh 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Badan Penyelenggara melalui Majelis 

Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah..  

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan 

tersendiri yang tidak tidak bertentangan dengan Statuta ini dan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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BAB XVI 

PENUTUP 

 

Pasal 57 

Ketentuan Penutup 

 

(1) Statuta ini dapat ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 

ditetapkan. 

(2) Dengan diberlakukannya Statuta dalam Keputusan ini, maka Statuta STKIP 

Muhammadiyah Kuningan Tahun 2015 dalam Surat Keputusan No. 

077/KEP/I.3/D/2015 dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

 

 


